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PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Following high quality standards of services offered by our compan
i ali
9 l to our dear customer, in case of shortage or lack of services qu
: i nts f
\ we would be glad to receive your complaints or your comme

. bt avneriances that you have went through in orda 12

Disampaikan pada:
dPertemuakkbaPengelolaan Penghbldisaonal
MenjangkRartisipaBiublilMenghadirkdegardlembumikdawvacita
Jakarta29 September 2015

Oleh:
Asisten Deputi PengaduanMasyarakat
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara




LatarBelakang

Mekanisme pengaduan masyarakat yang sejatmgaupakansalahsatubentuk pengawasan
(kontrol sosial) dengan menyampaikan apa yang diketahui dan dirasakan oleh dirinya a
kelompoknya atas suatu masalah yang dihadapi, dilihat atau dia®laéigareaksiatas
ketidakpuasan terhadap suatu kebijakatetidakberesan atau penyimpangan dalam
pelaksanaan oleh aparatur pemerintah

UndangUndangNomor25 Tahun 2009tentangPelayanarPublikjo. PeraturanPresiden
Nomor76 Tahun2013tentangPengelolaatPengaduarrelayanarPublikmewajibkansetiap
penyelenggarpelayanarpublikmenyediakarsaranapengaduanmenugaskampelaksangang
kompetendalampengelolaarpengaduandan menyusunmekanismedantata cara
pengelolaarpengaduan

PeraturanPresiderNomor 76 Tahun2013tentangPengelolaafPengaduarPelayanarPublik
jugamengaturmengenaiSistemPengelolaarPengaduarPelayanarPublikNasional SP4N)
yangmerupakanbagiandari sisteminformasipelayanampublik secaranasionalyangdapat

merealisasikakebijakandno wrong door policydalammenjaminhakmasyarakatintuk
menyampaikampengaduarataskinerjapelayanarpublik

Terbentuknye&SP4Ndiharapkandapatmenjawabtantangankoordinasidan sinkronisasi
pengelolaarpengaduardi berbagainstitusidi Indonesia, yantidak hanyamenyediakan
saranagpengaduantetapi termasukpengelolaarpengaduarsertatindakankorektif atas

penanganardanpenyelesaiampengaduan
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MekanismePenanganarPengaduarMasyarakat
AsistenDeputi PengaduarMasyarakat
Deputi BidangHubunganKelembagaarman Kemasyarakatan
KementerianSekretariatNegara

Kategori Klasifikasi

e Tindak lanjut, merupakan perlakuan terhadap | e Jenis Masalah (10 jenis masalah sesuai
surat-surat pengaduan masyarakat yang perlu dengan PermenegPAN dan RB No. 5
ditindaklanjuti oleh instansi terkait di pusat dan Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

daerah. Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi
e Monitor, merupakan perlakuan terhadap surat- Instansi Pemerintah):

surat pengaduan masyarakat yang belum 1. Penyalahgunaan wewenang

perlu ditindaklanjuti kepada instansi terkait di 2. Pelyanan Masyarakat

pusat dan daerah (substansi permasalahan 3. Korupsi/pungli

sedang dalam proses hukum, surat juga 4. Kepegawaian/ketenagakerjaan

ditujukan kepada instansi terkait vyang 5. Pertanahan/perumahan

berwenang, dan lain sebagainya). 6. Hukum/peradilan dan HAM
e Untuk Menjadi Catatan / Untuk Diketahui, 7. Kewaspadaan nasional

merupakan perlakuan terhadap surat-surat 8. Tatalaksana/regulasi

pengaduan masyarakat yang tidak perlu 9. Lingkungan hidup

ditindaklanjuti oleh instansi terkait di pusat dan 10. Umum

daerah (substansi permasalahan tidak jelas, | ®* Sebaran Pengaduan Masyarakat

hanya opini sepihak, dan lain sebagainya). berdasarkan Provinsi/Daerah, luar negeri dan

e Ucapan Terima Kasih, adalah penyampaian tanpa identitas (surat masuk).
karena respon atas surat-surat jawaban/ |* Kewenangan Penanganan (pusat dan
tanaaapan dari instansi terkait atas tindak lanjut | daerah)|
penanganan pengaduan masvyarakat, dan atas
surat berkas/surat pengaduan masyarakat, atau
surat yang isinya mengenai saran, ide, dan
masukan.




PenanganarPengaduarMasyarakat
Desember 2005 s.d. Agustus 2015

Penyalahgunaan Wewenang 511 3592
2 Pelayanan Masyarakat 317 376 581 316 246 248 254 356 432 536 3662 5%
Korupsi/Pungli 1193 673 656 574 512 510 452 754 612 531 6467  10%
4 PR 1717 724 1363 2015 1901 1202 1.029 2587 2010 1790 16338  23%
Ketenagakerjaan
5 Pertanahan/Perumahan  1.069 711 1111  1.095 1.078 991 1236 1784 1748 1654 12477 17%
6 Hukum/Peradilan/HAM 1.802 1802 1.488 1.496 1.310 1.819 1.798 1845 1554 1545 16459 24%
7 Kewaspadaan Nasional 137 126 58 70 41 75 107 148 118 69 949 1%
8 Tatalaksana/birokrasi 167 119 446 498 241 188 180 45 45 42 1971 3%
9 Lingkungan Hidup 103 120 177 162 135 151 191 282 138 216 1675 2%
10 Umum 1293 589 240 436 625 687 556 491 458 660 6035 9%
Jumlah 8309 5608 6.485 7.280 6.824 6.420 6.054 8362 7190 7093 69.625 100%
i i -
Terkait SRR Sas
29.362 20.897 13.701 h.BG5 69.625
Surat/berkas Surat/berkas Surat/berkas Surat/berkas Surat/berkas




SURAT TANGGAPAN DARI INSTANSI TERKAIT

Berdasarkan Jenis Permasalahan

Tahun 2006s.d. Agustus 2015

No Jenis Permasalahan 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 | 2015
1 Penyalahgunaan Wewenang 3 44 170 54 15 12 7 2
2 Pelayanan Masyarakat 1 1 5 96 61 33 18 52 59
3 Korupsi/Pungli 1 20 85 41 27 61 72 42
4  |Kepegawaian/Ketenagakerjaan| 1 5 6 132 247 235 174 256 327 338
5 Pertanahan/Perumahan 1 3 10 62 111 165 106 90 148 149
6 Hukum/Peradilan/HAM 6 131 130 373 275 102 122 110
7 Kewaspadaan Nasional 10 16 7 3 12 17 12
8 Tatalaksana/birokrasi 2 3 11 24 13 22 4 1 1
9 Lingkungan Hidup 10 19 23 18 35 17 21
10 Umum 15 33 62 20 16 13 36

Jumlah 3 10 30 440 931 1034 693 606 776 770

| tindaklanjut

H jawaban




PublikasPenanganaiPengaduan
MasyarakaDalamRangkaDiseminasPublik
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Uapaya Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM
Melalui Pelaksanaan KegiataDalam MenanganiPengaduan Masyarakat 8

Rapat Kerja
Pengembangan P
_ Sistem Klasifikasi 7 e
DiskusiTerbatas Pengaduan
gce)n%amrg(ﬁsrgasi Masyarakat di  pejaksanaan rapat kerja
Pe%an anan Yogyakarta pada standarisasi Pelayanan |
% tanggal 14 s.d. 18 pypjik di Bandung pada |
Pengaduan | Maret 2007 tanggal 28 s.d. 30 /
Masyarakat pada November 2007 ‘
tanggalll / "
Bimtek KerasiPesembe2013
mengenaRgg \ < Rapat Kerja Standar
dayal yl 25WSY Operasional Prosedur
Arsip Dinamis Aktif | dalam penanganan |
Terhadap ;l pengaduan masyarakat |
Surat/Berkas 1 pada tanggal 13 s.d. 15 /
Pengaduan / Keglatan Desember 2007 //l‘
Masyarakat Penanganan Seminar Penir}gkatan//
Temu Karya dengan Pen aduan NilaiEkonomisatas
GSYlF ahLIGAYFE A M 3 )\g Ta”agse'oaga”kpaya
Peran Pengaduan asyarakat Pen elggg%?nr/lzsalah
Masyarakat Dalam ‘| P)é rtanahardan |
Upaya Pencegahan dan | KoordinasPengaduan |
Pemberantasan , : Masyarakatli Bidang  /
Korupsi, pada tanggal Diskusdengantemaahat, pada
12 Juli 2012

7 "Optimalisasiggal 28 Agustus
. ,,,J\/_Ienyelenggarakan Tamu Karyaengan Penanganan 2008 o
Bimtek Pelaksanaan -

& A n n
UU Nomor 25 Tahun - ?P\grllgadﬂatn A yl\ﬂi?g?% Di |
2009 tentang \Viasyarakat secara Lingkungan /
Pelayanan Publik, £oktif, Efisien, Akurat Sekretariat Lembaga |/
pada tahun 2011 %f Terpadu, sebagai Keipresidenan", pada /
upaya penggerak tgnggal 7 OktOber///
penyelesaian / 2009
LISNXY I &F KKy Ttaés
pada tanggal 11
November 20:£0
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KondisiEksisting PengelolaanPengaduanMasyarakat

9 Channels/interfacdéintasinstansibelumterhubungsatu
denganlainnyg sehinggaarapengelolapengaduan
denganinstansiyangberwenangmenangantidak dalam
satukesatuarnsystem

9 Delegasbusiness processgangtidak tajanv/tidak
konsintertumpangtindinBerbagaaplikasidatabase
sifatnyamasihberdiri sendiri

9 Surattanggapairesponataspenanganarmpengaduan
masyarakatlariinstansiterkait belumberbandinglurus
dengansuratpengaduaryangditeruskan

9 Belumadanyaregulasiaturanyangmengikatinstansi
penerimapenyaluranpengaduaruntuk segera
menanganadanmelaporkanhasilpenanganannya
kepadainstansiyangmenyalurkan

9 Belumsinkronnyabeberapaaturanterkait penanganan
pengaduarmasyarakat



